PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

Nomor SOP

000.8-3.3 J400.9 /ab-a /oot /2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BIDANG REHABILITAS SOSIAL

Nama SOP

dap Penyandang Disabilitas, Lanjut
Usia, dan PPKS Lainnya

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

~N 0o N0 AE WON

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'

1. Menguasai Komputer

data dan informasi sub bidang

2. Memahami Undang-Undang dan Aturan yang berkaitan dengan penyiapan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1.

2,
3.
4

SOP Monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial

SOP Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Rehabilitas Sosial

SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait Rehabilitas Sosial

SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitas Sosial

1. ATK, Komputer, Printer

2. Undang-Undang terkait sub bidang

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika penyiapan data dan informasi Pada Bidang Rehabilitas Sosial , tidak dilakukan
maka kondisi data dan informasi tidak dapat diketahui dengan jelas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Pemberian Layanan

Mutu Baku
No Uraian Prosedur : Keterangan
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelaksana DesalLurah | Keluarga PM Kelengkapan Waktu Output
1 Melakukan Permohonan Bantuan - — —-—- — - Aduan/Laporan 30 menit Laporan adul-‘;f:‘ﬂaﬂ
1
[
Penerimaan Permohonan & Registrasi L 4 Laporan aduan Dari )
2 eg - Desa/Lurah 30 menit Meregistrasi Aduan
‘i
Menugaskan Petugas Untuk melakukan Verifikasi dan - T | e . ;
3 IKoordinasi dengan Kepolisian serta Tenaga Kesehatan . Meregistrasi Aduan 30 Menit Disposisi
4 Melakukan asesmen (Kunjungan Lapangan} e T | = = - Disposisi 60 menit identifikasi Masalah
|
Melakukan Verifikasi Hasil asesmen dan Validasi Data | ; ; : Melakukan Verifikasi dan
5 |sesuai jenis bantuan yang di butuhkan -' e — identifikasi Masalah 2 Jam Validasi Asesmen
: Melakukan Verifikasi dan . laporan hasil verifikas| dan
Penetapan penenima dan jenis bantuan
g i ’e Validasi Asesmen bt validasi
) B mumR [t IO —
8 Monitoring & Evaluasi Bantuan = = =3 | - ] i penyaluran bantuan sesual
g Ll P L e
g Membuat laporan | penyaluran bantuan sesual Penandatangan Berita
PO ! jenis kebutuhan ppks S acara penyarahan bantuan
i Dok i Bahan Administrasi dai |
10 Menyimpan umen Sebagai an Admini n - Moritoring dan Evaluesi

Pelaporan




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

Nomor SOP

00083 3/A400.9/ 4 b.a/owrioe /9050

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

2 Januari 2026

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Nama SOP

Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kualifikasi pelaksana

.
2
3 Undang-Undang NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ( DTSEN)
5 Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah Daerah
& PermenPANRB no. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2025 tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi

8 Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

9 Keputusan Mensos No. 65/HUK/2023 tentang SOP Pengelolaan layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas

10 Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'

1. Menguasai Komputer

2. Memahami peraturan tentang pemerintahan daerah

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Penyusunan RKA
2 SOP Monitoring Pelaksanaan Kegiatan layanan Pengaduan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional
3 SOP Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. ATK, Komputer, Printer
2. Peraturan Pemerintah tentang koordinasi dengan instansi terkait

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila koordinasi dengan instansi lain yang terkait tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan di
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Prosedur Alur Pengaduan DTSEN

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kagican Masyarakat N TIM Pengaduan| Fungsional Pelaksana | Lurah/Desa Kelengkapan Waktu Output
Pengaduan
Menerima
g:‘?;a;?i;f Stang ke antor ._‘ Kelengkapan Berkas 30 menit Kelengkapan berkas
- . (KK,KTP)
Menerima, mencatat dan ] , .
Mengarsipkan laporan ™ - Ke!an(g::;;:_ll:upt;erkas 15 menit Ke|eme;:g:':gs; s
Pengaduan $ e
Melakukan pemeriksaan dan - Melakiikari
pengecekan Kepesertaan g Meregistrasi : AT
DTSEN melalui Nomor Kartu Kelengkapan Berkas Ll Pengeogr:;:lapllkam
Penduduk 9
Jika terdaftar dalam :
DTSEN makn-akan dibuatkarn - Pe en:::?:: i 10 Menit K Ft,enerbﬂaf?a iurat
surat Keterangan/rekomendasi " SIKSn PR : " e;anga[;"lTSeEh? e
Terdaftar DTSEN 9 el
Pengambilan Surat Penerbitan Surat T —
Keterangan? Rekomendasi -: Keterangan/Rekomen 5 menit rei e D?TSEN
DTSEN dasi DTSEN Sl

21001

M.Si




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

Nomor SOP 00-8-% 3/400-9/3b.0 [ Dwges /9020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 2 Januari 2026
Tanggal Efektif 2 Januari 2626 .~

Disahkan oleh

BIDANG REHABILITAS SOSIAL

\ ;W ;."ﬁ’
Nama SOP \ ' WPSI ANAK

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

2
3
4

@O N O o A

10

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2007 tentangPelaksanaan Pengkatan Anak

Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan Pengangkatan anak

Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'

1. Menguasai Komputer
2. Memahami Undang-Undang dan Aturan yang berkaitan dengan penyiapan

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1

2.
3
4

SOP Monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial

SOP Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Rehabilitas Sosial

SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait Rehabilitas Sosial

SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitas Sosial

1. ATK, Komputer, Printer
2. Undang-Undang terkait sub bidang

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika penyiapan data dan informasi Pada Bidang Rehabilitas Sosial , tidak dilakukan
maka kondisi data dan informasi tidak dapat diketahui dengan jelas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Pemberian Layanan
Pelaksana Mutu Baku
No Urafan Prosedur Dinas Sosial Polaks Pengadilan Calon Orang Keterangan
anal PRS
) Kepala Dinas | Sokretaris Kepala Bidang Negeri Tim PIPA Tua Angkat Kelengkapan Wakty Output
Barkes adops anak | KIKKTP dan Backas.
— FEE . e
1 Mansrimann acopsi anak Kabnnghapan borks permohonsn Adopsi anmk 30 it Ly
Bl aiopsi snak | KK KTP don Berkas Registras| Barkas dan Pemberian Lambsar
2 |Metakukan Rogistrusi dan Veritibas| Berkas - 2 ; 30 mont :
3 Manginstruksikan Pelakssnann Asssmen Totsgap Cadon Orang Tua Asuh (COTA) . 7 oS A ==TER== Rogistras) Barkas dan Pomberan Lombar 50 Mkl Disposiai
4 |Melsxukan Venfikes) Kelangkapan Barkas Calon Orang Tua Asul (EOTA) e e - N Deposal 89 ment Peiatsanaan Assesment
§  |Melokukan Kegiaten Asesimen (Home Visi) Tahap | ' - Potaissnasn Assesmont Tahap | 2 Jam Lagoran Hasil ssssmon Tahap |
|
¥
8 Lisporan Hasd dirn 5K ixin - Laporan Hasil asesmen Tahap | 120 Menit Rencana Pelaksanasn Asesmen Tahap I
T Melakukan Keglatan Asesmen (Home Vist) Tahap =l T FRencana Polaksanaan Asssmon Tahag || 3 Bulan Lapemn Hasll asosmen Tahap |1
|
B |Maiaksanakan mpat dengan Tim PIPA den Pernbustan Rekomandasi oleh Tim PiPa e —> - Laporan Haail asasman Tanap 1| ZJam Laporan Hesll Rapat Tim PIPA
] F Anak ke Prngadiian Negern — Laporan Hasll Ragst Tum PRPA 3 Jam Bukil Pendaftaren COTA
= -
10 |Menerima Hosil Penetapsn Peagadian — .— F— - Bukii Pancallsran COTA 80 Manit Hasl Penetapan Pongadiian
|
11 |Menandatangani Laparmn Hasit Penstapan Pergadiian - - Hasil Penctapan Pengadilan 3 5/ 6 Bulan Wsmm‘"m
|
|
12 |Melaporkan Hasil Penetapan K Dinas Sosial Provinsi - PeTRie S Sengaii e Divas Sosel 50 Menil Penertian Hasil Layanan Adogs! anak

Panarbian Hasil Keputusan Adopsl anak




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

BIDANG REHABILITAS SOSIAL

Tanggal Pembuatan °06-Q:3.3/AD0.9 [ab-a /D wsog /9006
Tanggal Revisi 2 Januari 2026 A

Tanggal Efektif 2 Januari-2026 =~ \

Disahkan oleh P Kepala\Dinas

Nama SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

1. Menguasai Komputer

2  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesejahatan Jiwa
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir d
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesejahatan Jiwa 2. Memahami Undang-Undang dan Aturan yang berkaitan dengan penyiapan
5  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4  Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5  Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
7  Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
8  Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1.  SOP Monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial 1. ATK, Komputer, Printer
2.  SOP Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Rehabilitas Sosial 2. Undang-Undang terkait sub bidang
3. SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait Rehabilitas Sosial
4.  SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitas Sosial
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika penyiapan data dan informasi Pada Bidang Rehabilitas Sosial , tidak dilakukan
maka kondisi data dan informasi tidak dapat diketahui dengan jelas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Pemberian Layanan Rujukan

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Lembaga Keterangan
Dinas Kepala Bidang Pelaksana DesallLurah Terkalt Kelengkapan Waktu Output
: —— Surat / Nota Dinas Permohonan Menerima Pengaduan dan
1 |Menerimaan Pengaduan/Permohonan - - Rujukan 30 menit Kelengkapan Berkas
; ; — - Menerima Pengaduan dan ; : s
2 |Melakukan Registrasi dan Verifikasi Berkas - Kelengkapan Berkas 30 menit |Disposisi
: |
3  |Melakukan Assement Terhadap Klien Rujukan * Disposisi 120 menit |data Assemen
!
4  |Membuat Laporan Hasil Assesment — Data Assesmen 60 menit |Laporan Hasil Assesmen
e J
!
Melakukan Pemberian Layanan internal dan Menentukan - . . |Rekomendasi Rencana Tindak
5 Penetapan Layanan Rujukan | Lapocan’ Hasil Assasmen S0 menit Lanjut
I
‘ - | —— ; Terpenuhinya Tahapan Proses
6 |Pembuatan Surat Rujukan dan Rekomendasi Ditolak / Di Terima Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut | 30 Menit |Intervensi, Pembuatan surat
‘ : rujukan
i -
e 5 | Terpenuhinya Tahapan Proses ; < ;
7 |Melakukan Koordinasi dengan Lembaga Tujuan = — = ieivansl, Poribuatan aurst rijikn 60 menit |laporan hasil persetujuan lembaga
8 [Mendatangani Surat Rujukan dan Rekomendasi | laporan hasil persetujuan lembaga 30 Menit Poanandatangan SusatTiuamn dan
-. : = e e Rekomendasi
9 |Melakukan Pelaksanaan Rujukan ‘ S S s Panandat.angfan Surat rjyian-San 3Jam |Proses Pelaksanaan Rujukan
Rekomendasi
|
I— ]
10 [Melakukan Monitoring Dan Evaluasi - - Proses Pelaksanaan Rujukan 60 Menit Dokumentasi dan laporan Hasil

Rujukan

001




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP 000-Q-5.3/400.0/2b.4/Dwsos / 202 b
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi 2 Januari 2026
Tanggal Efektif 2 Januy&@?ﬁf‘-\\ \
Disahkan oleh e
Pemenu . an Dasar Korban Bencana Alam
Nama SOP
dan Bencana Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin

Peraturan Presiden No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah Daerah

PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

10 Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial

11 Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggraan bantuan sosial bagi korban bencana yang berlaku

12 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'

-

LoV b WwN

1. Menguasai Komputer
2. Memahami peraturan tentang pemerintahan daerah

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Penyusunan RKA
2 SOP Surat Keluar
3 SOP Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

4 SOP Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. ATK, Komputer, Printer
2. Peraturan Pemerintah tentang koordinasi dengan instansi terkait

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila koordinasi dengan instansi lain yang terkait tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan
dan jaminan sosial Akan terhambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Prosedur Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Terkait Penanganan Bencana

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Raatan Kepala Dinas | Sekretaris | Kepala Bidang | Fungsional Pelaksana | Lurah/Desa Kelengkapan Waktu Output
Profosal Permohonan bantuan Proposal Permohonan x ’ ;
Logistik korban bencana . bantuan logistik 1 Regis; Pioposel
Menerima Proposal
Permohonan bantuan Logistik Registrasi Proposal 15 menit Disposisi
korban Bencana
Mengajukan Proposal
permohonan bantuan logistik ke - Disposisi 10 menit Disposisi
Pimpinan
. - ; ; . Menyimpan Berkas
Melakukan Disposisi Disposisi 10 Menit Proposal
) ; Menyimpan Berkas . Bahan logistik siap
Menyiapkan bahan logistik - Proposal 1 jam disalurkan
Melakukan Assesment dan S, Bahan logistik siap 2jam Me':::l:'er:‘:::ﬁ:re"t
penyaluran logistik disalurkan logistik
Melakukan Penanda tanganan o Penandatangan Berita
Berita Acara Penyerahan “ Bfar:::hlﬁf:k 10 Menit Acara Penyerahan

Bantuan logistik

bantuan logistik




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

Nomor SOP 0po-8:35/400:9/a k-6 /ownges /2020

Tanggal Pembuatan

g——
Tanggal Revisi 2 Jar‘lya’iaﬂﬁﬂ KAg, W™
Tanggal Efektif SO

Disahkan oleh

BIDANG REHABILITAS SOSIAL

Nama SOP FASILITAS PEMBUATAN NIK BAGI PPKS

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013

1. Menguasai Komputer

2, Memahami Undang-Undang dan Aturan yang berkaitan dengan penyiapan data dan
informasi sub bidang

2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
6 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2023
6  Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan
9  Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
10 Parmandagn Nomor 108Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata
11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tenlang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
12 Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Monitering pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial 1. ATK, Komputer, Printer
2. SOP Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Rehabilitas Sosial 2. Undang-Undang terkait sub bidang
3. SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait Rehabilitas Sosial
4. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitas Sosial
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika penyiapan data dan informasi Pada Bidang Rehabilitas Sosial , tidak dilakukan
maka kondisi data dan informasi tidak dapat diketahui dengan jelas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Pemberian Layanan Pembuatan NIK Bagi PPKS

Mutu Baku
Keterangan
Hiwlon Prosnder Kepala Dinas | Sekretaris Kepala Bidang Pelaksanal PRS DesalLurah Dukcapil Kelengkapan Waktu Output 9

Menenma Pengaduan/Permohonan pembuatan NIK -_“ T - Kelengkapan berkas NIK 30 menit Berkas Parmohonan
Melakukan Registrasi - Berkas Permohonan 30 menil Registrasi Berkas
r;;qsinmmkan Pelaksanaan Asesmen Terhadap - — ——— Registrasi Berkas 30 Menit Identifikasi PPKS

|

|

——— X
Melakukan Kegiatan A (Home: Visit) - Identifikasi PPKS 60 menit Assesment PPKS

M 1 Koordinasi Pihak Terkait S a— Laporan Hasil asesmen 120 Menit Koordinasi dengan Dukecapil

Membuat Laporan Hasil Assesment PPKS ' | Assesment PPKS 2 Jam Laporan Hasil asesmen
|
|
|
-

Melakukan Penerbitan NIK Baru Bagi PPKS Koordinasi dengan Dukcapil 3 Bulan Penerbitan NIK Baru

Penyerahan berkas NIK
kepada PPKS

Menyarahkan NIK/KTP bagi PPKS - '.




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

Nomor SOP 000.3-3:3/400-9/2b-a /Dnv/ 202§

Tanggal Pembuatan

[ Tanggal Revisi 2 Januari 2026 \
Tanggal Efektif 2 Januar2026 ., , >\
Disahkan oleh "% KepalyPinas

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

ekomendasi Lembaga

Nama SOP Kesejahteraan Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Und:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah Daerah

PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaa Teknis
Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Terpadu satu Pintu

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'
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1. Menguasai Komputer
2. Memahami peraturan tentang pemerintahan daerah

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Monitoring Pelaksanaan KegiatanPemberian Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial
2 SOP Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Peringatan

1. ATK, Komputer, Printer
2. Peraturan Pemerintah tentang koordinasi dengan instansi terkait

Pencatatan dan pendataan

Apabila koordinasi dengan instansi lain yang terkait tidak dilaksanakan maka Pembuatan Rekomendasi akan terhambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Prosedur Alur Penerbitan Rekomendasi LKS

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kagiten Kadis Sekretaris Bidang Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menerima
1 Pemphon Me_nyerahkan berkas Kelengkapan Berkas 30 menit Kelengkapan berkas
ke Dinas Sosial
. LKS
Menerima, mencatat dan Menerima . .
2 |Mengarsipkan berkas Kelengkapan berkas 15 menit Kele:‘ei::g::a;; s
permohonan LKS LKS g
Melakukan pemeriksaan dan Meregistrasi _ Me!aku!(an \{alldam
3 |pengecekan Kelengkapan Kelengkapan Berkas 10 menit dan Verifikasi berkas
Berkas KLS 9 KLS
Penerbitan Surat
. . R Melakukan Validasi Keterangan/Rekomen
4 ;i;’;a. be"‘?s *Z’.felnth' dan '- dan Verifikasi berkas 10 Menit dasi IZIN LK. Jika
R Lo KLS ditolak akan diberikan
alasan penolakan
Penerbitan Surat
Penerbitan Rekomendasi dan KeteranganfRekor:nen . Penanda tangan
5 “ dasi IZIN LKS. Jika 5 menit :
penanda tanganan LKS ditolak sk diberikan Rekomendasi LKS

alasan penolakan




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

Nomor SOP 000823/ 400.9/26.4 / Dyngoc / 202 b
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 2 Januari 2026 —— \

Tanggal Efektif 2 Januari 2026 'Q*L'i"‘&?h.\\
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BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
JAMINAN SOSIAL

Nama SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

10 Peraturan Presiden No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

10 Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang SOP Administrasi Pemerintah Daerah

11 PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

12 Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial

13 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ( DTSEN)

14 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'
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1 Menguasai Komputer
2 Memahami Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan evaluasi Pelaksanaan Program

Peralatan/perlengkapan

Keterkaitan

1. Komputer, printer, ATK

2. Peraturan-peraturan terkait
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabﬂ% SOP ini tidak dilaksanakan, maka surat rekomendasi akan terhambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Prosedur Fasilitasi Pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Aktivasi PBI

Pelaksana Mutu Baku Keterangan |
No. Keglatan S
L2 Kepala Dinas | Sekrotaris | KepslaBidang | Fungsionsl | pelaksans | Lurah/Desa Kelongkapan Waktu Output
1 |Pemohan Kelangkapan berkas ke fstat untuk KIS APBD e il Bt Dokumen Persyaratan 5 menit Dokumen
Petugas ik berkas dengan melamplrkan fi KK, KTP, dan Surst Sy Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Surat Keterangan
2 Keterangan Dokter (Jika ada yang dan kan p B segera) Dokter i i by
Petugas gaiuan berkas yang kepacia pemohan. Jika pemohon sudah terdaftar -’
3 |sebel maka berkas akan lkan ke dan berik i bahwa pemohon puter, ATK, P 10 menit Data dokumen persyaratan lenghap
sudah terdaftar KIS APBD
Jenghkap yang diberikan shon ditelitl kembali dan memberikan informas) sebagal berikut ;
& Pemahon tidak ¥ maka di ik k reguler dan diproses oleh pihak BPIS dengan
kurun waktu 3 bulan, b. Pemohon yang emergency akan diinput dalam sistem dan diproses langsung saat
. pengajua, c. Pemohon yang peralihan KIS mandiri ke Ki5 PBI akan dimasukkan usulan mutasi dan diproses * Oata dokumen persyaratan lengkap 2 Pata dokumen persyarstan lenghag
oleh pihak BPIS dengan kurun waktu 3 bulan, d. Pemohon dengan kepesertaan tidak aktif akan dibuatkan
surat reaktivasl yang akan diajukan ke BRIS
Petugas dan ¥ yang oleh it 2l
5 |data pemohan yang emergency melalul sistem yang akan langsung diproses oleh BPIS. Usulan reguler dan P ATK, Doki P 10 menit Data dokumen persyaratan
usulan mutas! akan dikirim per bulan ke BPSS, Serta kepesertaan yang tidak aktif akan diusulkan kembali
6 m;:mm o ik et . ATK, Komputer, Kelengkapan Berkas 15 menit Kelengkapan Berkas yang telah diparaf
Py lan baik reguler dan telah diparaf diajukan kepada Kepals Dinas untuk " Doku I telah
] iap aila ":" - i :_.-.____- Dokumen pengusulan yang telah diparal 5 manit mu:lg:;u:um
g |Petugas menerima pengusulan btk reguler dan emergency yang telah diparaf dan mendapatian ' Dokumen pengusulan yang telah diparal, £0iremnit Dokumen pengusulan yang telah
| persetujuan oleh Kepala Dinas B Kelengkapan Berkas diparal
9 |Kkalengk i " 1 Dokumen pengusulan yang telah diparaf, Dokumen pengusuian yang telah
berkas darl satu lembar di Dinas Sosial sebagai arsip . Kelergkspan Barkas 5 menit diparal
12 - I Kepesertaan pemohon aktif
[ usulan baik dan e diterima oleh BPJS dan diaktifian L

http ffdigoapIappht karangascmbab g




PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS SOSIAL

Nomor SOP 000- 8- 33 7400.9/9b.a /Dinses /av2b

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 2 Januari 2026 \

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BIDANG REHABILITAS SOSIAL

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan'

1. Menguasai Komputer

2. Memahami Undang-Undang dan Aturan yang berkaitan dengan penyiapan data dan
informasi sub bidang

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

2
3.
4

1

SOP Monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial
SOP Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Rehabilitas Sosial

SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait Rehabilitas Sosial
SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitas Sosial

1. ATK, Komputer, Printer
2. Undang-Undang terkait sub bidang

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika penyiapan data dan informasi Pada Bidang Rehabilitas Sosial , tidak dilakukan
maka kondisi data dan informasi tidak dapat diketahui dengan jelas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Pamberian Layanan
[Mutss Ba
) Dinas Lembaga Terkait
1 o - Aduarn/Laporan 30 menit Laporan aduan
v
2 |Mencatal Pelapor dan Ki gi - Laporan aduan 30 menit Mencatal Laporan Adusan
1
ASVEURPINITRIE = S -
3 |Kepolisian serta Tenaga Kesehatan | Mencatat Aduan 30 Menit Disposisi
i
4 ‘( olah TKP dan Memastiken Status Hukum Kegadian oleh instans: — | *-- D 50 it wmnmou
§ |TenagaK i Korban ggal Dunia sesual 0 - Identifikasi kasus dan Olah TKP 2 Jam kerasama dengan pihak terkal
|
|
<t
@  |Melakukan Upaya Identifikasl Korban dan Penelusuran Keluarga - kerasama dengan pihak lerkal 120 Menit laporan idetifikasi korban
Apabila K gadi T J h di Serahkan Kepada pa Sesual b —— e ——— ____'_"- P ga b
7 Ketantusn ‘ laporan idetifikasi korban 3 Bulan tansi terkait
|
Apabiia Keluarga Tidek di Temukan atau Jenazah fidak di ambil, Maks Dinas.
8 |Sosial Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait Unituk Proses Pernakaman — Penslusaran Keluarga bersama 2 Jam Hasil Laporan panehususan
yang layak Sesuai Agama alau Ketentuan Yang Beriaku | nstansl terkak
|
8 |Menyusun Benta Acars Dok i dan Laporan Hasil Penanganan "_- Hasil Laporan penelusuran 3 Jam Bmmlmhpurm

Menyimpan Dokumen Setagal Bahan Administrasl dan Pelaporan




